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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 /517 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Z1) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KEBUMEN,

: a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, maka dipandang perlu
membentuk Tim Kerja sebagai pelaksana tugas untuk
melaksanakan kegiatan tersebut;

. bahwa pegawai dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang

mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan scbagai Tim
Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenlang
Penyvelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak
Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah,;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dna Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi,

8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani;

11. Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 700/1186 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah sebagai Pilot Project Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayami pada Pemenntah
Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK]), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

: Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Tim Kerja sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Susunan Keanggotan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kebumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kebumen.

Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 1 April 2026




LAMPIRAN | : PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN  WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2026

NOMOR ;700 /{$/7 TAHUN 2026

TANGGAL  : 1 April 2026

TUPOKSI (TUGAS POKOK DAN FUNGSI)
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

a. Penanggungjawab
1. Penyusunan Road Map Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
2. Menyampaikan permasalahan dan kendala
3. Memimpin dan mengarahkan monitoring dan evaluasi penerapan WBK/
WBBM
4, Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Itjen dan Dirjen PRL selaku
Pembina
6. Mengembangkan jaringan dalam rangka Knowledge sharing
b. Ketua
1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rapat-rapat Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
2. Menyampaikan laporan perkembangan Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK,/ WBBM kepada penanggung jawab
c. Sekretaris
1. Menyusun dan merapikan dokumen WBK/ WBBM
2. Melakukan Cheklist kelengkapan dokumen WBK/ WBBM
3. Meminta dokumen dan data lainnya kepada tim kerja Zona Integritas
4. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen WBK/ WBBM
d. Manajemen Perubahan
1. Membuat tim kerja Pembangunan Zona Integritas
2. Menyusun dokumen rencana kerja Pembangunan zona integritas
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi Pembangunan zona integritas
4. Membangun budaya kerja di lingkungan Disdukcapil Kebumen
e. Penataan Tata Laksana
1. Menyusun dan mengevaluasi SOP pelaksanaan kegiatan
2. Mengakomodir pelaksanaan E-government di Disdukcapil Kebumen
3. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
4, Menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan di Disdukcapil Kebumen
[. Penataan Sistem Manajemen SDM
1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
2. Menyusun pengembangan kari pegawai melalui mutase pegawai antar
jabatan
3. Menyusun pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi
4, Melakukan pengukuran kinerja individu pegawai secara berkala
5. Melakukan monitoring penegakan disiplin / kode etik / kode perilaku




6. Melakukan monitoring sistim informasi pegawai
g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1. Menyiapkan dokumen analisis kinerja pegawai
2. Menyusun bahan public campaign pengendalian gratifikasi
3. Menyiapkan laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan Disdukcapil
Kebumen
4. Melakukan SPIP di lingkungan Disdukcapil Kebumen
h. Penguatan Pengawasan
1. Melaksanakan management pengaduan Masyarakat
2. Menyiapkan bahan penerapan whistle blowing system di lingkungan kerja
3. Menurunnya tingkat penayalahgunaan wewenang
i. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Menyusun dan monitoring budaya pelayanan prima
2. Menyiapkan survey penilaian kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
secara berkala
3. Melaksanakan atas tindak lanjut atas hasil survey penilaian kepuasan

masyarakat

PALA DINAS




LAMPIRAN II : PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN  WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2026

NOMOR . 700 /|$/7 TAHUN 2026

TANGGAL  : 1 April 2026

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (1) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

NO | JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM TIM KETERANGAN
Kepala Dinas Penanggungjawab

2. | Sekretaris Dinas Ketua

3. | Kepala Bidang Pelayanan Sekretaris
Pencatatan Sipil

AREA 1: HAHAJEEEH PERUBAHAN

1. | Kepala Bidang Pelayanan Koordinator
Pendaftaran Penduduk

2. | Ketua Tim Kerja Pendataan Wakil Koordinator Teguh Irawan, S.Sos.
Penduduk
Ketua Tim Kerja Kelahiran Anggota Pupak Fajariah, S.A.P.
Analis Kebijakan Ahli Anggota Regina Putri
Pertama Septianingrum, S.Pd.

5. | Administrator Database Anggota Siti Musyarofah, S.Kom
Kependudukan

6. | Pengadministrasi Anggota Bagus Satriawan
Perkantoran

7. | Analis Kebijakan Ahli Anggota Hilal "Abdul Chamid
Pertama Attajuddin, S.M.

8. | Analis Kebijakan Ahli Anggota Sri Kusumaningsih,
Pertama S.Kom

9. | Analis Kebijakan Ahli Anggota Tri Budi Wiyati, S.T.
Pertama

10. | Pengadministrasi Anggota Nurul Anisa Solikhah
Perkantoran

11. | Penata Layanan Operasional Anggota Rahmad Wahyudi, S.M.




AREA 2 : PENATAAN TATALAKSANA

1. | Kepala Bidang Pengelolaan Koordinator
Informasi Administrasi
Kependudukan dan
Pemanfaatan Data _

2. | Ketua Tim Kerja Perkawinan Walkil Koordinator Bernardinus Kukuh
dan Perceraian Kurniadi, S.Pd.

3. | Administrator Database Anggota Yuliani Khamidah, S.Kom
Kependudukan
Pengadministrasi Keuangan Anggota Indri Teguh Widodo
Analis Kebijakan Ahli Anggota Rolita Noviati, S.TP.
Pertama

6. | Penata Layanan Operasional Anggota Titin Hidayati, S.Pd

7. | Penata Layanan Operasional Anggota Adi Muharom, S.M.

8. | Penata Layanan Operasional Anggota Ria Rahmawati, S.E.

9. | Operator Layanan Anggota Raden Andy Priyono
Operasional

10. | Operator Layanan Anggota Masduki Abdillah
Operasional :

AREA 3 : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1. | Kepala Subbagian Umum Koordinator
dan Kepegawaian

2. | Pengadministrasi Wakil Koordinator Suhartati
Perkantoran

3. | Operator Sistem Informasi Anggota Adam Prabowo, A.Md
Administrasi

4. | Operator Sistem Informasi Anggota Rofingatun, A.Md
Administrasi

5. | Operator Sistem Informasi Anggota Agung Setyawan, A.Md
Administrasi

6. | Penata Layanan Operasional Anggota Singgih Saptiyan

Prayoga, S.M.

7. | Penata Layanan Operasional Anggota Fajar Setyawan, S.Kom

8. | Penata Layanan Operasional Anggota Nurul Hikmah, S.Pd

9. | Penata Layanan Operasional Anggota Siti Chomsatun, S.Pd.

10. | Operator Layanan Anggota Sutriyono

Operasional




AREA 4 : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. | Kepala Subbagian Koordinator
Perencanaan dan Keuangan B
2. | Analis Kependudukan dan Wakil Koordinator Arsa Wafa Shidiqoh,
Pencatatan Sipil S.Tr.IP
3. | Pengadministrasi Keuangan Anggota R G. Agradana Sakanta
Pengadministrasi Keuangan Anggota Suparti
5. | Analis Kebijakan Ahli Anggota Khoridatun Nisa, S.E
Pertama
Penata Layanan Operasional Anggota Ade Pratama, S.M.
Penata Layanan Operasional Anggota Riyan Tri Kurniawan,
S.Pd.
8. | Penata Layanan Operasional Anggota Ivan Dicky Destama,
S.M.
9. | Operator Layanan Anggota Edo Reksi Anggara
Operasional
10. | Operator Layanan Anggota Riyan Teguh Saputra
Operasional
AREA 5 : PENGUATAN PENGAWASAN
1. | Ketua Tim Kerja Pindah Koordinator Aris Ekowati, S.E.,M.M.
Datang Penduduk
2. | Administrator Database Wakil Koordinator Dewi Ratnasari, S.Kom
Kependudukan
3. | Operator Sistem Informasi Anggota Farijah Ismiyati, A.Md.
Administrasi Kependudukan
4. | Operator Sistem Informasi Anggota Gunadi Rochman,
Administrasi Kependudukan AMdA.T
5. | Penata Layanan Operasional Anggota Intan Wahyu
Nugrahaeni, S.Pd
6. | Penata Layanan Operasional Anggota Joko Prastyo, S.E.
7. | Penata Layanan Operasional Anggota Wahyu Mahatmanto,
S.M.
8. | Penata Layanan Operasional Anggota Dwi Priawan, S.E.
9. | Operator Layanan Anggota Andy Nugroho
Operasional
10. | Operator Layanan Anggota Daris Rizqi Umami
Operasional




AREA 6 : PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Kﬁhrdinatur

1. | Ketua Tim Kerja Kerjasama Sri Sumarsih, S.AP.
dan Inovasi

2. | Ketua Tim Kerja Sistem Wakil Koordinator Yusuf Mufti, S.Kom.
Informasi Administrasi
Kependudukan

3. | Ketua Tim Kerja Penyajian Anggota Yatimah, S.E.
dan Pemanfaatan Data

4. | Operator Sistem Informasi Anggota Sugianto, A.Md
Administrasi Kependudukan

5. | Penata Layanan Operasional Anggota Andi Kurniawan, S.TP.

6. | Penata Layanan Operasional Anggota Purnawati Apriliyani,

S.A.P.

7. | Penata Layanan Operasional Anggota Fahmi Halif Majid, S.Kom

8. | Penata Layanan Operasional Anggota Alip Nurfiansah, A.Md,

9. | Pranata Komputer Terampil Anggota Alvian Eka Kurniawan, A.

Md.

10. | Pengelola Layanan Anggota Retno Yunisa, A.Md.
Operasional

11. | Pengelola Umum Operasional Anggota Edi Nuryani

12. | Petugas Penunjang Kegiatan Anggota Arief Rachmat Sugiharto,
(P2K) S.Sos

__~KEPALA DINAS
) \DAN PENCATATAN SIPIL




